ABSTRAK

Beban pembuktian dalam sengketa Tata Usaha Negara (TUN) mengharuskan
hakim memperoleh keyakinan dari sekurang-kurangnya dua alat bukti sebagaimana
diatur Pasal 107 UU Peratun, namun ketentuan tersebut tidak menjelaskan ukuran
kualitatif yang digunakan hakim untuk menilai kecukupan bukti dalam praktik.
Penulisan hukum ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis praktik
penerapan standar pembuktian minimal oleh hakim dalam menyelesaikan sengketa
TUN, sekaligus mengkaji apakah pengaturan yang ada telah menjamin kepastian
hukum bagi para pihak, dengan mengambil praktik peradilan di PTUN Semarang
sebagai fokus penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif-
empiris dengan spesifikasi deskriptif-analitis, bersumber pada bahan hukum
primer, sekunder, dan tersier yang dilengkapi wawancara dengan hakim PTUN
Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa syarat dua alat bukti hanya
diperlakukan sebagai ambang batas minimum, sedangkan kecukupan kualitatifnya
ditentukan melalui penilaian kasuistis hakim, antara lain pembandingan bukti asli
dengan fotokopi, pergeseran beban pembuktian, dan keterbatasan verifikasi bukti
elektronik. Dengan demikian, Penulis berpandangan bahwa kepastian hukum atas
standar pembuktian minimal akan lebih terjamin apabila pola praktik baik tersebut
dituangkan ke dalam pedoman teknis bagi hakim, tanpa perlu membakukannya
secara kaku.
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